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<b>ABSTRAK</b><br>

<p>Industri merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang berbasis pada faktor-faktor seperti
sumber daya manusia, akumulasi modal dan teknologi, dimanaindustri pangan merupakan salah satu dari
komponen penyusunannya. Industri pangan erat hubungannya dengan ketahanan pangan dan stabilitas
ekonomi nasional. Ketahanan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, maupun impor dari luar
negeri. Impor pangan sendiri bergantung pada kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional.

Pel aksanaan kebijakan tersebut seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah sering
bersengketa dengan negara lain terkait kebijakan perdagangan internasional. Kasus sengketa baru-baru ini
antara Indonesia dengan Brasil menyebabkan Indonesia harus menyesuaikan kebijakan di bidang perizinan
impor dengan Putusan WTO DS 484. Perizinan Impor merupakan salah satu bentuk hambatan non-tarrif
untuk mengurangi impor di Indonesia yang didalamnya terdapat peryaratan yang harus dipenuhi oleh
pengimpor. Selain melalui perizinan, bentuk perlindungan pemerintah juga terdapat dalam beberapa
regulasi, yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan
Pemerintah No 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Pertanian No 32
Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Putusan WTO
DS 484 membuat prosedur perizinan tidak terlalu ketat seperti dulu, sehingga dikhawatirkan impor semakin
mudah masuk. Hal ini tidak diimbangi daya saing yang kuat dari peternak lokal. Untuk memperkuat daya
saing, pemerintah harus mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, khususnya kedaul atan pada pangan
pokok dan komoditas pakan ternak. Sehingga harga produksi dalam negeri memiliki daya saing yang tinggi
pada perdagangan internasional.
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<b>ABSTRACT</b><br>

</p><p> </p><hr [><p><em>Industry is a concept of economic development that is based on factors such
as human resources, capital accumulation and technology, in which the food industry is one component of
the system. The food industry has a strong relation with food security and national economic stability. Food
security isaresult of domestic food production, as well as imports from abroad. Food import depends on
government policy in international trade. However, the implementation of these policies often does not meet
expectations. The government frequently has disputes with other countries regarding international trade
policy. A recent dispute case between Indonesia and Brazil caused Indonesia to adjust its import licensing
policy to the WTO Decision DS 484. Import licensing is aform of non-tariff barrier to reduce importsin
Indonesia, in which there are requirements that must be met by importers. In addition to licensing, forms of
government protection are also contained in several regulations, namely Law No. 18/2009 concerning
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Animal Husbandry and Animal Health, Government Regulation No. 6/2013 concerning Farmer
Empowerment, Law No. 18/2012 concerning Food, Law No. 7 of 2014 concerning Trade, and Regulation of
the Minister of Agriculture No. 32 of 2017 concerning Provision, Distribution, and Supervision of the Race
of Chicken and Consumption of Eggs. The WTO DS 484 decision makes licensing procedures less strict
than before, therefore it isfeared that it will be easier for imports to enter. These imports are not balanced by
strong competition from local farmers. To strengthen competitiveness, the government must create food
sovereignty in Indonesia, especially sovereignty in staple foods and animal feed commaodities. In effect,
domestic production has high competitive value in international trade.</em></p><p> </p>



